Menimbang

Mengingat

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA Y OGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal

Retensi Arsip;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang
Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan
arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan
kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan
memori kolektif bangsa.

Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam
melaksanakan penyusutan arsip dinamis Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk tercapainya pengelolaan
Arsip yang ekonomis, efisien, dan efektif.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP
Pasal 3

Wali Kota menetapkan JRA setelah mendapatkan Persetujuan dari Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia.

JRA memuat:
a. jenis Arsip;
b. retensi atau jangka waktu simpan; dan
c. keterangan.

Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 4

Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
meliputi:

a. umum;
b. pemerintahan;

politik;

o 0

. keamanan dan ketertiban;

e. kesejahteraan rakyat;

f. perekonomian;

g. pekerjaan umum dan ketenagaan;
h. pengawasan;

i. kepegawaian; dan

j. keuangan.

Retensi atau jangka waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf b dihitung sejak:

a. kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban; atau
b. berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat
memuat rekomendasi Wali Kota.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; atau

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki Nilai Guna
Sekunder.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
12); dan

b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023
Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

BUDI SANTOSA ASRORI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR



